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BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 36 TAHUN 2e19 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LANDAK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 sampai 
Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak 
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintah daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 550); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten l.andak Nomor 10); 



•? 

Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 57); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 71); 

15. Peraturan Daerah kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 

16. Peraturan Bupati Landak Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sadan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Landak (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2016 Nomor 430); 

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 
Nomor 526). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 
(Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 526) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

(6) Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi 
atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 



3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2019: 
a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan Perubahan RKPD Tahun 

Anggaran 2019 sebagai arahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas 
anggaran di DPRD; dan 

b. OPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 dalam 
melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 0PD 
dengan DPRD. 

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil 
pembahasan bersama DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 
2019. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 5 Juli 2o19 

DAK, 

ARGRET NATASA 

Diundangan di Ngabang 
Pada tanggal 5 Jui 201 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

( 

VINStIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ·019 NOMOR 686 


